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muh. Amin bin Syamsyl, umur 43

ah
pokerjaan By g " agama Islam, pendidikan terakhir SD.
Angunan, tempat kediaman di Coppeng-

coppeng, Desy p
By, Kabupaig Z“Cﬂﬂﬂ. Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan
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PO,\gudllnn Agama tersebut; 44 Pemohen.
Tolah mempolajari surat-sura yang berkaitan dengan perkara ini:
Tolah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon; |
Tolah memaeriksa bukti-bukti Pemohon dj persidangan |

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 1

November 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

didaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor

68/Pdt.P/2016/PA Br., tanggal 1 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama Anjas bin Muh. Amin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Coppeng-coppeng,
Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan calon

Menimbang,

istrinya yang bernama A. Ephi binti A. Pabotingi, umur 17 tahun, Agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten
Pinrang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
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3, pahwa Pemohon telah Mends

tersebut pada Kanto, Ury
San Agama K te Rilau,
, akan tetapj ni a Kecamatan Tanete
Barmu etapi pihak Kantor Urygan Agama tersebut menolak untuk

sanaka
melak i nNnya dengapn alasan bahwa anak Pemohon belum CukuP umur,
sebagaimeana disebuﬁ(a“ dalam Surat Penolakan Nomor 5-345’KUA

21.04/PW.01/10/2016 tanggal 2g September 2016,

4, Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan
untuk - melangsungkan Perkawinan karena adanya hubungan nasal:
semenda, dan sesusuan an halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya
pemikahan menurut hukym Islam.

5. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepai2
rumah tangga begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi
seorang istri.

6. Bahwa baik keluarga anak Pemohon maupun keluarga calon istri anak
pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak
ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pemnikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka
pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cg. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Anjas bin -MI:.Ih..
Amin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, A. Ephi binti

A. Pabotingi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten

Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
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ohon jika tigak segera dinikahkan oleh karena
ra
N Selama setahyn dan sudah sangat akrab sekall

Mo i
han honannya yang isinya tetap dipertahankan oleh
pemonon-

anva anal‘< Pemohon bemama Anjas bin Muh. Amin telah hadir di
persidangan dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan
pahwa ia telah mengetahui maksyg Pemohon untuk menikahkannya dan ia pun
fidak keberatan karena sudah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta
gengan calon istrinya sehingga khawatir tidak mampu menahan diri dari
perbuatan terlarang oleh agama jika tidak segera menikah dan siap
menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Amin Nomor
7311023112730017 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta
telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020806120004 atas nama Muh. Amin
tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, yang telah dicocokkan dengan
aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anjas yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal
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- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin
karena anak Pemohon bernama Anjas telah melamar seorang
perempuan bernama A, Ephi binti A. Pabotingi, akan tetapi anak
tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.

-~ Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 17 tahun lebih.

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanete rilau, namun KUA tersebut menolak
karena anak Pemohon belum cukup umur.

- Bahwa alasan Pemohon akan mengawinkan anaknya karena keduanya
sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sangat
erat sehingga kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan jika tidak
segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa anak Pemohon telah setuju dinikahkan dengan calon istrinya

meskipun pekerjaannya hanya buruh bangunan tapi anak Pemohon akan

bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

_ Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tida
k karena adanya hubungan nasab, semenda,dan

perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
ohon maupun keluarga dari calon
pernikahan tersebut dan tidak

k ada halangan

perkawinan bai
sesusuan ataupun halangan
— Bahwa baik keluarga dari anak Pem
istri anak Pemohon telah merestui rencana
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Bahwa alasan Pemohon gkap Mengawinkan anaknya karena keduanya
sudah berpacaran selamq satu tahun dan hubun
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Bahw.a anak Pemohon telah Setuju dinikahkan dengan calon istrinya
meskipun pekerjaannya hanya buruh bangunan tapi anak Pemohon akan
bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan
perkawinan baik karena adanya hubungan nasab, semenda,dan
sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

- Bahwa baik keluarga dari anak Pemohon maupun keluarga dari calon
istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak
ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya
pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti
lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.
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wﬁmmngkan kemball maksyqg Menikahkan anaknya yang belum

AF
pe e 19 tahun, namun pe
\c’-ncﬂP‘"' = Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan
Jhon. terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kapasitas

(ogal persona stand in Judicio) Pemohon yang bertindak di Pengadilan
knya, Anjas bin Muh. Amin;

Permohonan Pemohon adalah

menyarankan agar Pemohon

el
(s
mengili ana

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, pemohon
powakill anaknya yang baru berusia 17 tahun, atau masih berusia di bawah 19
hun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan
pqsal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang
pelum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal
o ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan
segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah
seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua
yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasl

kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, majelis

pulan bahwa pemohon telah mempunyai legal persona standi in

hakim berkesim
pat

judicio sebagai pemohon dalam perkara ini dan permohonannya da
diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk

i ispensasi
mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang membenkar: dn.:); -
kepada anak Pemohon bernama Anjas bin Muh. AmIn untukbrr:fe aini;n . lgpun
pemikahan dengan perempuan pernama A. Ephi binti A. Paboting

memenuhi
anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, usi."=l o :e:::k menikah
batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laklok! yeng 1%
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Menimbang, bahwa berdagay

k :
a fotokopi Kartu Tang, an buktj p.q

perP Pendudyy B » ¥ang diajukan Pemohon
prsedUt merupakan akta auteniy ggp, 3 Nama Pemohon, Alat bukti

. agaij
«ocald yuridis Penggugat berhgy men mana maksud Pasal 283 RBg., maka

Menimbang, bahwa bukti p

-2 Merupakan akig . p
cukup dan cocok dengan aslinya da autentik, bermeteral

N bukti tersebut relevan dengan perkara ini.
uatan yang sempuma dan mengikat, maka

o X emohon adalah saty ikatan keluarga.
enimbang, bahwa buktj P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak

pemohon. bemama. Anjas bin Muh. Amin, yang dikeluarkan oleh Kantor
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus

dnyatakan terbukti bahwa Anjas bin Muh. Amin adalah anak Pemohon yang
saat ini berusia 17 tahun 2 bulan.

telah terbukti Pemohon dan anak p

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan
Kecamatan Tanete Rilau, perkawinan tersebut mengalami hambatan atau
mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau
dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah
umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan). Oleh karena bukti P-4 tersebut telah
dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang untuk itu, maka Majelis Hakim
Menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan
tethadap anaknya dengan perempuan bernama A. Ephi binti A. Pabotingi
Mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete
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e gilau dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon
I1,,emperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah
meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan

antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran selama satu
n anak Pemohon telah baligh serta siap

ang yang lebih serius dengan
gung jawab masing-masing

tahun dengan calon istrinya bahka
melanjutkan hubungan tersebut ke jenj
membangun rumah tangga dan telah mengerti tang

sebagai suami istri ketika menikah nanti.

mohon telah mengajukan 2 (dua) orang
eterangan di bawah sumpah secara
g dapat disimpulkan bahwa anak
baligh/dewasa dan siap menikah
puan bemama A. Ephi binti A.

Menimbang, bahwa selain itu Pe
saksi yang keduanya telah memberikan k
terpisah dan bersesuaian satu sama lain yan
Pemohon bernama Anjas bin Muh. Amin telah
dan membina rumah tangga dengan perem
Pabotingi tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain. Orang tua
Pemohon sangat khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan karena
anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran selama satu tahun dan
hubungan keduanya sangat erat, antara anak Pemohon dengan calon istrinya
tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan
ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum lIslam, akan tetapl
pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan
karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai
batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula
bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja meskipun hanya sebagai
buruh bangunan namun akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah
tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta
keterangan yang disampaikan Anjas bin Muh. Amin di muka persidangan,
majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai empat orang anak, salah satunya

adalah Anjas bin Muh. Amin.
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5 1esia
; - Bahwa Anjas bin Muh. Amin adalah anak kedua, lahir pada tanggal 10

September 1999, atau pada saat penetapan ini diucapkan, berusia 17
tahun 2 bulan 5 hari.

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anjas bin Muh. Amin
dengan seorang perempuan bemama A. Ephi binti A. Pabotingi
karena khawatir jika hubungan cinta antara keduanya yang sudah
berlangsung sekitar satu tahun lamanya menyebabkan keduanya
tidak mampu lagi menahan diri dari perbuatan yang terlarang oleh
agama.

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau menolak
permohonan untuk menikahkan Anjas bin Muh. Amin dengan A. Ephi
binti A. Pabotingi karena usia keduanya belum mencapai batas
minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-
Undang F’erkawinan.

- Bahwa Anjas bin Muh. Amin telah mengetahui maksud pemohon
untuk menikahkannya, tidak ada paksaan dari siapapun, bahkan ia
sendiri menghendakinya.

- Bahwa Anjas bin Muh. Amin dengan A. Ephi binti A. Pabotingi tidak
ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan

sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum
Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di
dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua

pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk
penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-ana.k untuk
melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap

anaknya.
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nesia

= Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Pasar Tahun 1945
Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah
menurut agamanya, melakukan proses berplklr, dan mengeskpresikan
keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu
tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ihadah, agama
Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak
asasihak dasar setiap Manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat

dilaksanakan apabila syarat 4an rukun sebagaimana dalam peraturan
perundang-undangan telah terpenp;

Menimbang, bah : i
Wa dari faktg hukum yang telah diuraikan di atas,

Majelis Hakim berkesi
‘ 'Mpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya

sama-sama telah mem i
Undong-Unciang K ®Nuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7
- 0
r1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon

yang belum mencapaj o
Pai batas ygj, minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak

Pemohon dan calon jstri
on Istrinya juga tigak terdapat halangan melangsungkan

erkawina i igari
p n sebagaimanga digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sam

ai de ilagi
Hukum Islam. p ngan Pasal 44 Kompilasi

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi

calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun,

namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasamya usia minimal bagi
kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan
berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-
laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana
anak Pemohon telah mengalami masa pubertas yakni telah mengalami mimpi
basah, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun
dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk
melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasifizin - dari

Pengadilan Agama.

,10 .v(;
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i nesia

‘ahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon
It yang diperkuat oleh keterangan kedua orang
hWa keduanya sudah suilt untuk dipisahian,
an bahkan perempuan tersebut sudah pemah
N selama seminggu dan anak Pemohon dengan
bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut
tangga, Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung
'ki:\wman bisa membawa mudharat bagi keduanya,
ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia
Mengacu pada kaidah fiqih yaitu * Dzaru a-
Jalbi al-Mashaalih® (menolak mafsadah lebih
bil Maslahatnya).

4an keterangan Pemohg, sengd
aksi dalam Persidangap, ba
eduanya selalu berbonceng
bem..amm di rumah Pemoho
02 rempuan tersebut te|qy,
jengan membentyk Tumah
tanpa dilanjutkan dengap, pe
jka seandainya Perkawingn
19 tahun sehingga dengan
Mafaasid muqaddamyr, ‘ala
diutamakan daripada mengam

Menimbang,

bahwa pola
ubun a 8 :
|slam tersebut meny gan yang sudah melewati batas ajaran

Njukkan bahwa Secara pribadi tidak mampu lagi mengontrol
. calon suaminya, bahkan dalam persidangan, Anjas bin
- M menyatakan kekhawatiran akan ketidakmampuannya
menghindari perbuatan yang terlarang oleh hukum. Pada sisi lain, Pemohon

sebagai orang tua dan saksi-saksi Pemohon yang tidak lain merupakan kerabat
dekat Anjas bin Muh. Amin, temyata juga tidak mampu membatasi pergaulan
Anjas bin Muh. Amin dengan calon istrinya tersebut. Fakta itulah yang menurut
majelis hakim potensial menimbulkan kemudharatan apabila Anjas bin Muh.
Amin tidak segera dinikahkan.

pergaulannya deng
Muh. Amin sendi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka
majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan
dispensasi kepada anak pemohon, Anjas bin Muh. Amin yang berusia 17 tahun
2 bulan 5 hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya A. Ephi

binti A. Pabotingi.
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jUkan Secara voluntg; an dispensasi kawin adalah perkara yang

5 am puluh enam ribu rupiah).
emikian  diteta
Pkan  dajam . .
. mus an
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 sovereh Wajels Hlarm VonS

5 November 2016 Masehi, bertepatan
ngan tan '
deng . 9gal 15 Sapar 1438 Hiriyah, oleh Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H.,
sebagai Ketua Maijelis,

ng-masi Nahdiyanti, S.H1,, dan Ugan Gandaika, S.H., M.H,,
sing-mas Mok
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

sidang te!’buka untuk umum pada hari ity juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

. TEMPEL_ " Ketua Majelis

\.74D7 EF24E 859 - .
M7 60 "'WB/
iyanti, S.HL. ”Eini(uﬁlm,h%

" Dra. Hj. Fahimah,S.H.M.H.

Udan Gandaika, S.H., M.H.
Pengganti

Hj. , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

0.000,00
1. Biaya Pendaftaran Rp )
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onesia

y  Biaya ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan © Rp 75,000,00
4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai . Rp 6.000,00

Jumlah . Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
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